Lampiran

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

: 2 (dua)

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Mengingat :

1,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya
efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap keputusan
perundang-undangan;

bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, maka
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika tentang
Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mimika.

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten — Kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang — Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
FPropinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3494);



10.

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Mimika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PIAGAM AUDIT

INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

Piagam Audit Intern (InfemalAudit Charter) adalah dokumen formal yang
menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan
intern atas penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika memuat tujuan, wewenang dan tanggungjawab kegiatan
pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah
instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan
intern di lingkungan PemerintahKabupaten Mimika.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap
keputusan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP
adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh
dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efekiif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Daerah adalah Kabupaten Mimika.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Mimika.



10.
11.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mimika.

Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Mimika.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Audit Intern merupakan keputusan yang dibuat dalam rangka meningkatkan
efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat
meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan
proses tata kelola APIP.

(1)

(2)
(3)

Pasal 3
PIAGAM AUDIT INTERN

Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi,
Tugas Pokok dan Fungsi Inspekiorat, Kewenangan Inspektorat,
Tanggungjawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan
Inspektorat Kabupaten Mimika, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan
Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor,
Hubungan Kerja dan Koordinasi dan Penilaian Berkala.
Piagam Audit Intern dan lampiran ditandatangani oleh Bupati Mimika.
Bentuk, isi dan penjelasan piagam audit intern diatur dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 2 Mei 2017

BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG



Di Undangkan di Timika
Pada tangal, 2 Mei 2017

Pit. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
ALFRED DOUW

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM

}’mﬂv’

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. |
NIP 19710523 200701 1 011

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,

Gubernur Propinsi Papua di Jayapura;

Kepala Biro HukumSetda Propinsi Papua di Jayapura;

Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;

Ketua BAPPEDA Kab. Mimika di Timika;

Inspektur Inspektorat Kab. Mimika di Timika;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika,;
Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
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LAMPIRAN | Peraturan Bupati Mimika
Nomor 9 Tahun 2017
Tanggal 2 Mei 2017

PIAGAM AUDIT INTERN

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan
dan evaluasi, konsultansi (consulting activities) dan kegiatan pengawasan
lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan
sesuai dengan tolakukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik;

Inspektorat Kabupaten Mimika adalah Aparat Pengawasan Intern
Pemerintahyang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;

Inspektorat Kabupaten Mimika memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh
informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset danpersonil pada
instansi/satuan kerjadi lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern
serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;

Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD / Unit
Kerja Pemerintah Kabupaten Mimika wajib menciptakan dan memelihara
Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:

a. penegakan integritas dan nilai etika;

komitmen terhadap kompetensi;

kepemimpinan yang kondusif,

pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
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penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia;

g. hubungan yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran piagam ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam
ini.



g

Piagam Audit Intern ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka
akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan
dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan
organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk
mengevaluasi kegiatan APIP Inspektorat Kabupaten Mimika.

BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG




